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ABSTRAK: Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pulau Ay dan Pulau Rhun
membutuhkan pendekatan tata kelola multi-stakeholder yang kuat untuk memastikan
keberlanjutan ekosistem sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Tujuan
penelitian ini adalah menganalisis hubungan antaraktor dan orientasi terhadap tujuan strategis
pengelolaan kawasan konservasi Pulau Ay dan Pulau Rhun. Penelitian ini menggunakan
metode MACTOR (Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives, and
Recommendations) untuk menganalisis pengaruh dan ketergantungan antar-aktor, preferensi
tujuan, tingkat daya saing, potensi konflik, peluang kolaborasi, serta interaksi aktor dengan
tujuan dalam pengelolaan kawasan. Data diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada
40 stakeholder yang berasal dari instansi pemerintah provinsi, pemerintah lokal, LSM,
lembaga terkait lainnya. Hasil menunjukkan bahwa aktor kunci dengan pengaruh tertinggi
mencakup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Cabang Dinas Kelautan dan
Perikanan Gugus Pulau VI, Yayasan CTC, Yayasan EcoNusa, Pokmaswas-Ay, Pokmaswas-
Rhun, dan MCC. Aktor-aktor ini memiliki peran strategis sebagai pengambil keputusan,
penyedia dukungan teknis, dan fasilitator koordinasi lintas lembaga. Preferensi tujuan
menempatkan peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai prioritas utama, diikuti
pengelolaan sumberdaya berkelanjutan dan penguatan tata kelola. Aktor dengan daya saing
tinggi memiliki legitimasi, kapasitas, dan jejaring kerja yang kuat, sementara aktor lainnya
menghadapi keterbatasan kewenangan dan sumberdaya. Hubungan antar-aktor bersifat
harmonis dengan potensi kolaborasi tinggi, terutama di antara DKP Provinsi Maluku, Cabang
Dinas Gugus Pulau VI, CTC, EcoNusa, MCC, dan Universitas Banda Naira. Interaksi aktor
dengan tujuan strategis menunjukkan kedekatan kuat yang membuka peluang integrasi
kebijakan, peningkatan koordinasi, dan penguatan kolaborasi multi-stakeholder menuju
pengelolaan konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kawasan konservasi perairan, MACTOR, tata kelola multi-stakeholder, Pulau
Ay, Pulau Rhun

ABSTRACT: The management of the Marine Protected Areas around Ay Island and Rhun
Island requires a robust multi-stakeholder governance approach to ensure ecological
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sustainability while supporting local community well-being. The purpose of this study is to
analyze the relationship between actors and their orientation towards the strategic objectives
of conservation area management on Ay Island and Rhun Island. This study applies the
MACTOR method to analyze actor influence and dependence, goal preferences, levels of
competitiveness, potential conflicts, collaboration opportunities, and actor—objective
interactions within the governance system. The data was obtained through questionnaires
distributed to 40 stakeholders from provincial government agencies, local governments, and
NGOs, other relevant institutions. The results indicate that the key actors with the highest
influence include the Maluku Provincial Marine and Fisheries Office, the Marine and Fisheries
Branch Office of Island Cluster VI, the CTC, the EcoNusa Foundation, Pokmaswas-Ay,
Pokmaswas-Rhun, and MCC. These actors hold strategic roles as decision-makers, technical
support providers, and facilitators of cross-institutional coordination. Goal preferences
emphasize enhanced community involvement as the top priority, followed by sustainable
resource management and strengthened governance. Highly competitive actors exhibit strong
legitimacy, capacity, and working networks, while others face limitations in authority and
resources. Actor relationships are generally harmonious, with strong potential for
collaboration, particularly among the provincial DKP, the Island Cluster VI Branch Office,
CTC, EcoNusa, MCC, and Banda Naira University. Actor—objective interactions show strong
alignment, indicating opportunities for policy integration, improved coordination, and
reinforced multi-stakeholder collaboration to advance more effective and sustainable
conservation management.

Keywords: Marine Protected Area, MACTOR, multi-stakeholder governance, Ay Island,

Rhun Island

PENDAHULUAN

Pulau Ay dan Pulau Rhun sebagai bagian
dari Kepulauan Banda memiliki nilai sejarah,
budaya, dan ekologi yang tinggi sehingga
menjadikannya kawasan strategis dalam upaya
konservasi sumberdaya pesisir. Karakteristik
ekologis dan sosial ini menempatkan kedua
pulau sebagai ruang penting bagi perlindungan
biodiversitas sekaligus keberlanjutan
pemanfaatan sumberdaya oleh masyarakat
(Ginting et al., 2023; Siahaan et al., 2023).
Inisiasi pembentukan kawasan konservasi di
kedua pulau ini berawal dari prakarsa masyarakat
lokal, yang kemudian difasilitasi oleh Coral
Triangle Center (CTC) sejak tahun 2014. Proses
tersebut berkembang melalui mekanisme formal
pemerintahan, mulai dari penyampaian usulan
pencadangan kawasan kepada Dinas Kelautan
dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014, penguatan melalui SK Gubernur Maluku
Nomor 388 Tahun 2016, pengakomodasian
status kawasan dalam Perda Provinsi Maluku
Nomor 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K, hingga
penetapan resmi sebagai Kawasan Konservasi

Daerah melalui Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 48 Tahun 2021 dengan
klasifikasi Taman Pulau Kecil sebagaimana
diatur dalam Permen KP Nomor 31 Tahun 2020.
Proses ini menegaskan bahwa pengembangan
kawasan konservasi di Pulau Ay dan Pulau Rhun
merupakan tahapan yang panjang dan melibatkan
banyak pemangku kepentingan (Rusandi et al.,
2021).

Berdasarkan  aspek  sosial-ekonomi,
masyarakat di kedua pulau sangat bergantung
pada sektor kelautan. Data Kusuka tahun 2024
mencatat bahwa terdapat sedikitnya 36 nelayan
di Pulau Ay, 60 nelayan di Pulau Rhun, serta 12
pemasar ikan yang aktif dan terdata dalam satu
data KKP 2024. Selain perikanan, potensi wisata
alam, budaya, dan sejarah juga menjadi pilar
pembangunan wilayah sebagaimana tercantum
dalam RTRW Kabupaten Maluku Tengah 2011—
2031. Keberhasilan pengelolaan kawasan
konservasi akan berimplikasi langsung terhadap
kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama
karena keberlanjutan ekologis tidak otomatis
menghasilkan manfaat sosial-ekonomi tanpa
dukungan instrumen pengelolaan yang memadai
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(Bawole et al, 2018). Beberapa studi
menunjukkan bahwa pembatasan pemanfaatan
sumberdaya dapat menempatkan masyarakat
pada posisi rentan ketika tidak disertai
mekanisme pemberdayaan yang kuat. Kondisi ini
relevan bagi Pulau Ay dan Pulau Rhun yang
berada relatif jauh dari pusat pemerintahan dan
bergantung pada sumberdaya yang sama dengan
yang harus dilindungi (Tia & Fitrianti, 2023).

Tantangan kelembagaan juga menjadi
aspek penting. Data KKP tahun 2022
menunjukkan bahwa hanya 1,27% kawasan
konservasi di Indonesia berada pada tingkat
pengelolaan optimal, sedangkan lebih dari 40%
masih berada pada tingkat minimum. Hambatan
tersebut seringkali dipengaruhi oleh rendahnya
pemahaman pemerintah daerah terhadap tujuan
konservasi, lemahnya koordinasi antar instansi,
serta perbedaan persepsi mengenai pemanfaatan
ruang pesisir (Adam, 2023). Pada Kawasan
Konservasi Perairan Pulau Ay dan Pulau Rhun,
tantangan ini terlihat dari belum terpenuhinya
kriteria kelembagaan Satuan Unit Organisasi
Pengelola (SUOP) sebagaimana diatur dalam
Keputusan Dirjen PRL Nomor 7 Tahun 2022,
serta belum rampungnya penyusunan dokumen
rencana pengelolaan kawasan yang seharusnya
diselesaikan enam bulan setelah penetapan
kawasan. Ketiadaan fondasi kelembagaan dan
dokumen operasional yang kuat ini berpotensi
menghambat konsistensi program konservasi
serta integrasi antara kebutuhan ekologis dan
realitas sosial-ekonomi masyarakat setempat
(Bidayani et al., 2024; Putra et al., 2021).

Dalam menghadapi berbagai tantangan
tersebut, tata kelola multi-stakeholder menjadi
pendekatan penting dalam pengelolaan kawasan
konservasi.  Pendekatan ini  menekankan
perlunya keterlibatan pemerintah, masyarakat,
LSM, akademisi, dan sektor usaha dalam
keseluruhan siklus pengelolaan. Kajian terdahulu
menunjukkan bahwa pengelolaan bersama (co-
management) dapat meningkatkan keberhasilan
konservasi, terutama bila didukung manajemen
adaptif serta hubungan antar-aktor yang inklusif
(Herawati et al., 2024; Voorberg & Veer, 2020).
Namun, ketimpangan kepentingan dan kapasitas
antar-aktor seringkali menjadi tantangan dalam
implementasinya. Dinamika kekuasaan,

perbedaan kapasitas, dan kompetisi kepentingan
dapat menghambat efektivitas kolaborasi dalam
pengelolaan sumberdaya alam (Ratner et al.,
2018). Oleh karena itu, pemahaman mendalam
mengenai hubungan dan sikap antar-aktor
terhadap tujuan strategis konservasi menjadi
landasan penting dalam formulasi kebijakan
berbasis kolaborasi.

Dalam kajian tata kelola konservasi
perairan, stakeholder dipahami sebagai pihak
yang berpengaruh atau terdampak oleh suatu
kebijakan (Khania et al., 2022). Setiap aktor
memiliki kepentingan, preferensi, dan kapasitas
yang berbeda yang memengaruhi dinamika
sistem pengelolaan (Avelino & Wittmayer,
2016). Pengelompokan aktor berdasarkan peran
dan pengaruhnya baik sebagai aktor utama,
pendukung, maupun kunci (Latupapua, 2015;
Ma et al., 2018) atau melalui pendekatan analisis
pengaruh kepentingan (Triyanti & Susilowati,
2019), menjadi instrumen penting untuk
memahami relasi kekuasaan dan posisi strategis
dalam sistem konservasi.

Pengkajian dinamika secara komprehensif
dapat dilakukan dengan metode MACTOR
(Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics,
Objectives, and Recommendations) digunakan
sebagai alat analisis yang mampu memetakan
aliansi, konflik, tingkat pengaruh, serta orientasi
aktor terhadap tujuan strategis konservasi
(Mukhlis et al., 2025). Metode ini telah terbukti
memberikan gambaran mendalam tentang
struktur kekuasaan dan arah kebijakan yang
mungkin berkembang dalam pengelolaan
sumberdaya alam (Mahardika et al., 2022;
Wardono et al., 2019).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis
hubungan antar-aktor dan orientasi terhadap
tujuan strategis pengelolaan kawasan konservasi
Pulau Ay dan Pulau Rhun. Penelitian ini
dharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis
dalam pengembangan kajian tata kelola
konservasi  berbasis kolaboratif ~ serta
menghasilkan ~ rekomendasi  praktis  bagi
pemerintah daerah, lembaga pengelola kawasan,
dan masyarakat dalam memperkuat efektivitas
pengelolaan kawasan konservasi di masa
mendatang.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan
pada bulan April hingga Juni 2025 di Pulau Ay
dan Pulau Rhun Kecamatan Banda, Kabupaten
Maluku Tengah, Provinsi Maluku (Gambar 1).
Pengumpulan data mengenai persepsi para
stakeholder atau aktor dilakukan melalui
penyebaran kuesioner yang disusun berdasarkan
pendekatan ~ MACTOR.  Pendekatan  ini
digunakan  untuk  menganalisis  struktur
kekuasaan, kepentingan, serta posisi relatif para
aktor yang berperan dalam pengelolaan kawasan
konservasi (Ariyani et al., 2020). Melalui
MACTOR, hubungan saling memengaruhi antar-
aktor dapat diidentifikasi secara sistematis
melalui dua instrumen utama, yaitu Matriks
Pengaruh  Langsung (Matrix of Direct
Influence/MDI) dan Matriks Aktor-Tujuan
(2Matrix Actor—Objective/2MAQ).

Penentuan stakeholder atau aktor yang
menjadi responden dilakukan dengan teknik
purposive sampling, yaitu pemilihan secara
sengaja terhadap stakeholder yang dianggap
memiliki kapasitas, kewenangan, pengaruh,
ataupun  kepentingan  langsung  dalam
pengelolaan kawasan konservasi. Pemilihan
dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa
aspek:

a. Tingkat kewenangan dalam pengambilan
keputusan;
Keterlibatan dalam program konservasi;

c. Potensi pengaruh terhadap keberhasilan

pengelolaan; dan

d. Keterwakilan institusi pemerintah, non-

pemerintah, dan masyarakat lokal.
Penerapan pendekatan yang melibatkan
aktor pada berbagai tingkatan ini sejalan dengan
prinsip-prinsip analisis pemangku kepentingan
yang menekankan pentingnya memahami
keragaman peran, kepentingan, dan pengaruh
dalam pengelolaan sumberdaya pesisir
Responden penelitian mencakup aktor dari
berbagai tingkatan kelembagaan, meliputi:

a. Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten
Maluku Tengah, antara lain: Bidang
Pengelolaan Ruang Laut DKP Provinsi
Maluku; Cabang DKP Gugus Pulau VI; Dinas
Pariwisata  Provinsi Maluku; Bappeda
Provinsi Maluku; Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Maluku; Dinas Perikanan Kabupaten
Maluku Tengah; Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Maluku Tengah; Dinas Pariwisata
Kabupaten Maluku Tengah; Dinas Koperasi
Kabupaten Maluku Tengah,;
Bappedalitbangda ~ Kabupaten =~ Maluku
Tengah; Diskominfo Kabupaten Maluku
Tengah; Bagian Hukum Setda Maluku
Tengah.

. PASCA SARJANA
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b. Instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan
di Daerah, antara lain: Loka Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL)
Sorong; dan Balai Pendidikan dan Pelatihan

Perikanan (BPPP) Ambon.
c. Instansi yang tergabung dalam Forum
Koordinasi Pengawasan Pemanfaatan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di
Gugus Pulau VI Kepulavan Banda, antara
lain: BKKPN Kupang Satker Banda; Pos TNI
AL Banda ; Satwas PSDKP Seram Bagian
Timur Wilayah Kerja PSDKP Banda; Unit
Reskrim Polsek Banda; Koramil 1502-01
Banda;  Pangkalan  Sandar  Polairud
Kecamatan Banda; Balai  Konservasi
Sumberdaya Alam (BKSDA) Satker Banda;
KSOP Kelas IV Pelabuhan Banda; Seksi
Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
PPP Banda; dan Universitas Banda Naira.

d. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja
di Gugus Pulau VI, antara lain: Yayasan CTC
(Coral Triangle Centre); Yayasan EcoNusa;
Thresher Sharks Indonesia; MCC (Moluccas

Coastal Care); dan AP2HI (Asosiasi
Perikanan Pole & Line dan Handline
Indonesia).

e. Pemerintah Lokal dan Komunitas Tapak,
antara lain: Pemerintah Kecamatan Banda;
Pemerintah Negeri Administratif Pulau Ay;
Pemerintah Negeri Administratif Pulau Rhun;
BPN Pulau Ay dan BPN Pulau Rhun;
Pokmaswas (Kelompok Masyarakat
Pengawas) Lawera Pulau Ay; Pokmaswas
Naelaka Pulau Rhun; Kelompok Pengelola
Sampah Raudatul Jannah; Kelompok Nelayan
Pulau Ay; Kelompok Nelayan Pulau Rhun;
Pelaku Usaha Perikanan; dan Pelaku Usaha
Pariwisata.

Kuesioner yang digunakan dalam
pengumpulan data persepsi memuat tiga
komponen utama:

1. Informasi responden

2. Matriks Pengaruh Langsung (MDI/Matrix of

Direct Influence), yaitu penilaian persepsi
aktor tentang kekuatan pengaruh yang
dimiliki terhadap aktor lainnya.

3. Matriks Aktor-Tujuan (2MAO/ Matrix

Actor Objective), yaitu penilaian persepsi
setiap aktor terhadap empat tujuan strategis

pengelolaan kawasan konservasi. Empat
tujuan strategis yang dinilai oleh para aktor
merujuk pada tugas dan fungsi SUOP sesuai
Keputusan Dirjen PRL No. 7/2022, yaitu:

peningkatan tata kelola, pengelolaan
sumberdaya berkelanjutan, mendukung
upaya rehabilitasi, dan meningkatkan

keterlibatan masyarakat

Analisis hubungan antar stakeholder/aktor
serta posisi aktor terhadap tujuan strategis
pengelolaan kawasan konservasi di Perairan
Pulau Ay dan Pulau Rhun dilakukan dengan

menggunakan pendekatan MACTOR.
Pendekatan ini  dipilih karena mampu
menggambarkan peran masing-masing
pemangku kepentingan memobilisasi

sumberdaya, mempengaruhi aktor lain, serta
berkontribusi pada pencapaian hasil pengelolaan
secara langsung maupun tidak langsung
(Sianggaputra et al., 2022). Proses analisis
MACTOR  digunakan untuk memetakan
pengaruh antar aktor dan sensitivitas terhadap
tujuan pengelolaan. Pada contoh aplikasi, MDI
digunakan untuk mengukur pengaruh langsung
antar aktor dan 2MAO untuk nilai komitmen
aktor pada tujuan konservasi mangrove di DKI
Jakarta (Tandio et al., 2023). Analisis serupa juga
dilakukan dalam pengelolaan laguna mangrove
Segara Anakan, untuk menilai konvergensi dan
divergensi aktor menggunakan MACTOR
(Ardiyanto et al., 2024).

Dalam penelitian ini, pengisian MDI
mengikuti aturan Godet. Skor pengaruh satu
aktor terhadap aktor lainnya diberikan dalam
rentang 0-4 dengan kategori: 0 = tidak
berpengaruh; 1 = mempengaruhi prosedur
operasional; 2 = mempengaruhi pekerjaan, 3 =
mempengaruhi  misi  aktor, dan 4 =
mempengaruhi eksistensi aktor. Sementara itu,
penilaian  pada  matriks 2MAO  juga
menggunakan skala 0—4 berdasarkan tingkat
sensitivitas aktor terhadap tujuan, yakni: 0 =
tujuan dipersepsikan memiliki outcome yang

suram, 1 = tujuan mengganggu prosedur
operasional aktor, 2 = tujuan mengganggu
keberhasilan pekerjaan aktor, 3 = tujuan

mengganggu pencapaian misi aktor, dan 4 =
tujuan mengganggu eksistensi aktor.


https://doi.org/10.30598/TRITONvol21issue2page135-

140  Analisis MACTOR Pada Hubungan Antar-Aktor Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi ...

Data input untuk kedua matriks diperoleh
melalui kuesioner yang disusun dalam bentuk
matriks, yang kemudian dianalisis menggunakan
perangkat lunak MACTOR. Hasil pengolahan
data yang diperoleh meliputi matriks pengaruh
dan ketergantungan antar aktor, peta pengaruh
dan ketergantungan antar aktor, derajat
mobilisasi  aktor dan tujuan, histogram
keterlibatan aktor terhadap tujuan, histogram
daya saing aktor, peta potensi konflik antar aktor,
matriks potensi kerjasama antar aktor, peta
potensi kerjasama antar aktor, grafik jarak antar
tujuan, dan peta jarak antar aktor.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh dan Ketergantungan Antar
Stakeholder

Hasil analisa menunjukan aktor dengan
tingkat pengaruh tertinggi meliputi KCD GP VI
(703), CTC (684), DKP Maluku (618), WAS-Ay
(512), WAS-Rhun (493), dan Econusa (460).
Aktor-aktor ini menempati posisi strategis dalam
jaringan tata kelola karena berperan sebagai
pengambil keputusan, penyedia dukungan teknis,
serta fasilitator dalam koordinasi antar lembaga.

KCD GP VI dan DKP Maluku mewakili
kekuatan kelembagaan pemerintah daerah dalam
perumusan kebijakan dan pengendalian program
konservasi di tingkat provinsi, sementara CTC,
EcoNusa, WAS-Ay, dan WAS-Rhun berperan
penting dalam mendorong implementasi
lapangan  melalui  program  konservasi,
pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas
lokal, dan pengawasan di kawasan konservasi.
Sementara itu, kelompok aktor dengan pengaruh
dan ketergantungan rendah terdiri atas LPSPL
(0), Disparprov (0), BAP-Prov (18), Bapendapro
(19), Info-Malteng (19), dan Kummalteng (20)
untuk aspek pengaruh, serta BAP-Prov (19),
Kummalteng (29), Bappendabro (40), Bap-
Malteng (51), LPSPL (68), dan Info-Malteng
(83) untuk aspek ketergantungan.

Posisi pengaruh dan ketergantungan antar-
aktor berada pada kuadran marginal actors,
yakni kelompok yang memiliki keterlibatan
terbatas dan relatif kecil dalam pengambilan
keputusan maupun implementasi program
konservasi dalam kawasan konservasi (Gambar

2). Meski demikian, keberadaan kelompok ini
tetap penting sebagai unsur pendukung dan
sumber informasi kebijakan. Keterbatasan
pengaruh dan ketergantungan ini menandakan
perlunya strategi penguatan peran kelembagaan
lintas sektor agar kolaborasi menjadi lebih
inklusif dan tidak terpusat hanya pada aktor
dominan. Pendekatan seperti ini sesuai dengan
model  participatory — governance  yang
menekankan pentingnya pelibatan seluruh
pemangku kepentingan secara proporsional
dalam setiap tahapan perencanaan dan
pelaksanaan program konservasi (Ardiyanto et
al., 2024).

Preferensi Aktor Terhadap Tujuan

Dalam konteks metode MACTOR, analisis
preferensi aktor digunakan untuk menilai
dukungan atau penolakan setiap aktor pada suatu
tujuan tertentu berdasarkan kepentingan, mandat
kelembagaan, dan peran strategis yang
dimilikinya. Tujuan pengelolaan kawasan
diturunkan berdasarkan tugas dan fungsi SUOP
kawasan konservasi sesuai Keputusan Direktur
Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 7
Tahun 2022 yang terdiri dari Tata kelola,
Pengelolaan Sumberdaya, Rehabilitasi, dan
Keterlibatan Masyarakat.

Posisi tiap aktor pada setiap tujuan dapat
diketahui dengan mempertimbangkan derajat
pendapat para aktor terhadap tujuan, daya saing
dan hirarki tujuannya, output dari matriks ini ada
dua yang pertama degree of mobilisation yang
menjelaskan  tujuan/objektif  yang  paling
mengerakkan para aktor, kedua mobilisasi yang
akan menjelaskan aktor-aktor yang paling
termobilisasi untuk mengunakan sumberdaya
untuk mencapai objektif atau tujuan tersebut.
Derajat mobilisasi (baris bawah) menujukkan
tujuan yang diperkirakan akan menjadi isu utama
yang memancing reaksi stakeholder. Dalam
pengelolaan kawasan konservasi di perairan
Pulau Ay dan Pulau Rhun yang menjadi
perhatian terbesar yaitu tujuan meningkatkan
keterlibatan masyarakat (KM) dengan skor 27,
peningkatan tata kelola (KELOLA) dengan skor
24, pengelolaan sumberdaya berkelanjutan
(PSDB) dengan skor 21, dan mendukung upaya
rehabilitasi (UR) dengan skor 9. Sedangkan aktor
yang paling termobilisasi adalah DKP Maluku
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(4), KCD GP VI (4), CTC (4), EcoNusa (4),
MCC (4), UBN (4), PSDKP (3), BKSDA (3),
TSI (3), PEMNEG-AY (3), PEMNEG-RHUN
(3), LPSPL (3). Aktor-aktor tersebut yang paling
aktif mobilisasinya dalam menjawab tujuan
pengelolaan kawasan konservasi di perairan

Pulau Ay dan Pulau Rhun. Hasil analisis
preferensi aktor terhadap tujuan strategis
pengelolaan menunjukkan bahwa seluruh aktor
memiliki kecenderungan setuju terhadap tujuan
yang telah dirumuskan, meskipun tingkat
dukungannya bervariasi (Gambar 3).

Map of influences and dependences between actors
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Gambar 2. Peta pengaruh dan ketergantungan antar-aktor

Histogram of actor's imphcation towards its objectives 2MAO

Peningkatan Tata Kel T )

Pengelolaan Sumber 1= )

Mendukung Upaya Re 7] )

Meningkatkan Keterli 23 ) S
12 28 a2 T 70 =

0 Acree [ Disagree 3

Gambar 3. Histogram keterlibatan aktor terhadap tujuan
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Hasil analisis preferensi aktor terhadap
tujuan  strategis = pengelolaan =~ Kawasan
Konservasi Perairan Pulau Ay dan Pulau Rhun
menunjukkan bahwa seluruh aktor memiliki
kecenderungan setuju terhadap tujuan yang telah
dirumuskan, meskipun tingkat dukungannya
bervariasi. Tujuan dengan dukungan tertinggi
adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat
dengan skor 70, diikuti oleh pengelolaan
sumberdaya berkelanjutan dengan skor 64, dan
peningkatan tata kelola dengan skor 51. Hal ini
mencerminkan adanya kesepahaman yang kuat
di antara para aktor mengenai pentingnya
kolaborasi  lintas  sektor,  keberlanjutan
sumberdaya, serta tata kelola yang transparan
dan akuntabel. Temuan ini sejalan dengan
pendekatan co-management yang menekankan
pentingnya partisipasi aktif berbagai pihak untuk
mencapai efektivitas konservasi (Nurfitriani et
al., 2024; Sahari et al., 2024). Sebaliknya, tujuan
mendukung upaya rehabilitasi memperoleh
dukungan paling rendah dengan skor 27, yang
mengindikasikan bahwa aspek rehabilitasi belum
menjadi  prioritas utama dalam agenda
pengelolaan kawasan. Hal ini disebabkan karena
keterbatasan kapasitas teknis, pendanaan, dan
perbedaan fokus kelembagaan di antara para
aktor

Daya Saing Aktor

Dalam konteks konservasi laut di
Indonesia, keberhasilan pengelolaan kawasan
konservasi  tidak hanya ditentukan oleh
kekuasaan formal, tetapi juga oleh kekuatan
jaringan  sosial  (social network) yang
memungkinkan pertukaran informasi,
koordinasi, dan saling ketergantungan antar
lembaga (Humaedi et al., 2021). Oleh karena itu,
aktor-aktor seperti DKP Maluku, KCD GP IV,
CTC, dan Yayasan EcoNusa menempati posisi
strategis sebagai penggerak utama (key players)
dalam membangun tata kelola kolaboratif yang
adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan
ekosistem. Hasil penelitian menunjukan adanya
kesenjangan yang cukup signifikan antara
kelompok aktor dengan tingkat daya saing tinggi
dan rendah (Gambar 4). Aktor dengan daya saing
tinggi umumnya memiliki kapasitas
kelembagaan yang kuat, legitimasi formal yang

diakui, serta jaringan kerja yang luas dalam
mendukung koordinasi lintas sektor. Kelompok
ini meliputi DKP Provinsi Maluku (2,9), Cabang
DKP Gugus Pulau VI (2,8), Pokmaswas Lawera
(2,3), Pokmaswas Naelaka (2,2), Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah
(2,3), serta Pemerintah Negeri Administratif
Pulau Ay (2,0) dan Pulau Rhun (1,9). Selain itu,
CTC (2,6), Yayasan EcoNusa (1,8) dan MCC
(1,6) turut menunjukkan posisi strategis dalam
memperkuat  peran  Lembaga  Swadaya
Masyarakat dalam tata kelola kawasan berbasis
kolaborasi. Sebaliknya, terdapat sejumlah aktor
dengan tingkat daya saing rendah, antara lain
LPSPL Sorong (0), Dinas Pariwisata Provinsi
Maluku (0), Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Maluku (0,2), Dinas Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Maluku Tengah (0,2), serta Bappeda
Provinsi Maluku (0,3). Beberapa lembaga
lainnya seperti Bagian Hukum Kabupaten
Maluku Tengah, BKSDA Maluku Wilker Banda,
dan Pemerintah Kecamatan Banda juga berada
pada kategori rendah (0,4). Kondisi ini
mengindikasikan keterbatasan kapasitas teknis,
minimnya wewenang langsung terhadap
kegiatan konservasi di Kawasan Konservasi
Pulau Ay dan Pulau Rhun, serta lemahnya
koordinasi lintas kelembagaan.

Potensi Konflik Antar-Aktor

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam
konteks pengelolaan Kawasan Konservasi
Perairan Pulau Ay dan Pulau Rhun tidak
ditemukan adanya potensi konflik antar aktor
(Gambar 5). Seluruh stakeholder menunjukkan
tingkat kesesuaian kepentingan yang tinggi
terhadap tujuan konservasi, khususnya dalam
menjaga  keberlanjutan  sumberdaya laut,
memperkuat tata kelola kelembagaan, serta
meningkatkan partisipasi masyarakat lokal. Pola
hubungan yang terbentuk antar-aktor lebih
bersifat  kooperatif  daripada  kompetitif,
mencerminkan adanya kematangan dalam
mekanisme koordinasi lintas sektor. Dalam
sistem jaringan sosial yang kuat dalam tata kelola
lingkungan dapat menurunkan risiko konflik
antaraktor melalui peningkatan kepercayaan,
pertukaran informasi, dan kerja sama adaptif
(Bodin, 2017).
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Histogram of MMDIlI's competitiveness
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Gambar 4. Histogram daya saing aktor

Potensi Kerjasama Antar Aktor

Matriks potensi kerjasama antar-aktor
yang dihasilkan menunjukan bahwa nilai
tertinggi diwakili oleh DKP Provinsi Maluku,
Cabang DKP Gugus Pulau VI Kepulauan Banda,
Yayasan CTC, Yayasan EcoNusa, MCC
(Moluccas Coastal Care) dan Universitas Banda
Naira sebesar 79. Kelompok nilai 71, yang
terdiri dari Satwas PSDKP Seram Bagian Timur
Wilayah Kerja PSDKP Banda, Seksi Operasional
Pelabuhan dan Kesyahbandaran PPP Banda,
Pemerintah Negeri Adm. Pulau Ay, Pemerintah
Negeri Adm. Pulau Rhun, serta BPN Pulau Ay
dan BPN Rhun. LPSPL Sorong memiliki potensi
kerjasama dengan nilai 59. Balai Konservasi

Sumberdaya Alam (BKSDA) Satker Banda dan
Thresher Sharks Indonesia (TSI) memiliki
potensi kerjasama dengan nilai sebesar 52. Nilai
potensi kerjasama sebesar 51 diwakili oleh
BKKPN Kupang Satker Banda, AP2HI,
Pemerintah Kecamatan Banda, Pelaku Usaha
Perikanan, Pelaku Usaha Pariwisata, Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tengah,
dan Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku
Tengah. Pokmaswas Lawera, Desa Pulau Ay dan
Pokmaswas Naelaka, Desa Pulau Rhun memiliki
potensi kerjasama dengan nilai 47. Kelompok
Pengelola Sampah Raudatul Jannah Pulau Rhun,
Kelompok Nelayan Pulau Ay, Kelompok
Nelayan Pulau Rhun, Bagian Hukum Kabupaten
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Maluku Tengah, dan BPPP Ambon memiliki
potensi kerjasama dengan nilai 27. Dinas
Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku
Tengah, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, dan
Bappeda Provinsi Maluku memiliki potensi
kerjasama dengan nilai 24. Nilai potensi
kerjasama sebesar 20 diwakili oleh BKKPN
Kupang Satker Banda, Unit Reskrim Polsek
Banda, Koramil 1502-01 Banda, Pangkalan
Sandar Polairud Kecamatan Banda, dan KSOP
Kelas IV Pelabuhan Banda. Aktor dengan nilai
potensi kerjasama 0 adalah Bappedalitbangda
Kabupaten Maluku Tengah dan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.
Berdasarkan peta potensi kerjasama antar
aktor (Gambar 6), DKP Provinsi Maluku,
Cabang DKP Gugus Pulau VI Kepulauan Banda,
Yayasan CTC, Yayasan EcoNusa, MCC
(Moluccas Coastal Care), dan Universitas Banda
Naira merupakan aktor-aktor yang memiliki
potensi kerjasama yang sangat kuat (strongest
convergences). Hal ini tidak terlepas dari tugas
pokok dan fungsi aktor-aktor tersebut seperti
DKP Provinsi Maluku yang berperan sebagai
OPD teknis di daerah yang menetapkan
kebijakan dan mengkoordinasikan program
pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
di tingkat provinsi, sementara Cabang DKP
Gugus Pulau VI bertindak sebagai perwakilan
dinas di gugus pulau (gugus pulau VI Kepulauan

Banda) yang melaksanakan pendelegasian tugas
pokok dari dinas induk di Ambon. Peran
pemerintah daerah ini diperkuat oleh kehadiran
organisasi non-pemerintah seperti Yayasan CTC
yang berfokus pada peningkatan kapasitas
pengelolaan kawasan; riset dan monitoring;
patroli pengawasan kawasan  konservasi;
pelatihan dan bimbingan teknis; peningkatan
kapasitas SDM; dan pendampingan dan
pemberdayaan masyaarakat, serta Yayasan
EcoNusa yang memperkuat masyarakat lokal
dalam mengelola sumberdaya alam secara
berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif
dan kolaboratif. MCC yang merupakan LSM
lokal berkontribusi melalui kegiatan edukasi
lingkungan, kampanye konservasi, dan pelibatan
generasi muda dalam isu pesisir dan laut. Selain
itu, Universitas Banda Naira menyediakan
dukungan  akademik melalui  penelitian,
penyusunan data ilmiah, dan kolaborasi riset
yang memperkuat dasar pengetahuan untuk
pengambilan keputusan. Sinergi ini
menunjukkan bagaimana kolaborasi lintas aktor
menjadi fondasi penting dalam tata kelola
konservasi yang efektif, di mana keberhasilan
pengelolaan dipengaruhi oleh koordinasi antar-
lembaga, distribusi peran, dan komitmen
bersama terhadap tujuan konservasi (Ansell &
Gash, 2018).

Map of order 1 divergences between actors
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Gambar 5. Peta potensi konflik antar-aktor
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Graph of order 1 convergences between actors
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Gambar 6. Peta potensi kerjasama antar-aktor

Interaksi Aktor Dengan Tujuan Yang Ingin
Dicapai

Berdasarkan hasil analisis MACTOR,
didapati grafik jarak antar tujuan dan grafik jarak
antar-aktor  dalam  mewujudkan  tujuan
pengelolaan kawasan konservasi di Perairan
Pulau Ay dan Pulau Rhun. Grafik jarak antar
tuyjuan menggambarkan tingkat kedekatan,
keselarasan, maupun potensi ketegangan antara
empat tujuan pengelolaan kawasan konservasi di
perairan Pulau Ay dan Pulau Rhun, yaitu
peningkatan tata kelola, pengelolaan sumberdaya
berkelanjutan, mendukung upaya rehabilitasi,
dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.
Semakin pendek jarak antar tujuan, semakin
besar potensi sinergi dan integrasi kebijakan;
sebaliknya, semakin panjang jarak, semakin
tinggi kemungkinan perbedaan kebutuhan
penyesuaian kebijakan

Terdapat potensi kolaborasi yang kuat
antara tujuan-tujuan yang saling berdekatan
(Gambar 7), seperti tujuan meningkatkan
keterlibatan masyarakat dan tujuan pengelolaan
sumberdaya berkelanjutan (44); dan tujuan
peningkatan tata kelola dan Tujuan pengelolaan
sumberdaya berkelanjutan (40,5). Konsistensi
jarak yang berdekatan antar tujuan tersebut

menunjukkan tingkat keselarasan orientasi yang
relatif  tinggi, yang secara konseptual
mencerminkan meningkatnya peluang
terbentuknya kolaborasi antar pihak dalam
mencapai sasaran pengelolaan kawasan secara
terpadu (Nuraini et al., 2024).

Berdasarkan Gambar 8 memberikan
gambaran jarak antar aktor serta memberikan
gambaran kemungkinan kerjasama antar aktor.
Secara keseluruhan, konfigurasi jaringan yang
tersaji memperlihatkan konsentrasi hubungan
yang cukup intens pada bagian pusat grafik. Pola
ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktor
membangun relasi yang relatif dekat satu sama
lain. Kedekatan tersebut tergambar melalui
dominasi garis berwarna biru dan hitam, yang
mengisi sebagian besar struktur jaringan.
Temuan ini mengisyaratkan bahwa peluang
kolaborasi di antara aktor-aktor kunci, seperti
DKP Maluku, KCD GP VI, CTC, EcoNusa,
MCC, TSI, UBN, PSDKP, Pemneg-AY,
Pemneg-Rhun, BPN-Ay, BPN-Rhun, LPSPL
Sorong, Pel-Wisata serta pelaku usaha perikanan
berada pada tingkat yang cukup menjanjikan
untuk  dioptimalkan  dalam  mendukung
pengelolaan kawasan secara lebih terkoordinasi.
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Graph of net distances between objectives
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Gambar 7. Grafik jarak antar tujuan

Graph of net distances between actors
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Gambar 8. Peta jarak antar-aktor

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis MACTOR menunjukkan bahwa
pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pulau
Ay dan Pulau Rhun didorong oleh peran dominan
aktor-aktor kunci seperti DKP Provinsi Maluku,
CDKP Gugus Pulau VI, CTC, Yayasan EcoNusa,
Pokmaswas, dan MCC. Sebaliknya, sejumlah
lembaga seperti LPSPL Sorong, Bappeda,
Bapenda, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, dan

Bagian Hukum Kabupaten Maluku Tengah
menunjukkan pengaruh dan potensi kolaborasi
yang relatif rendah, sehingga keterlibatannya
dalam proses pengelolaan masih terbatas.
Prioritas bersama para aktor mengarah
pada peningkatan keterlibatan masyarakat
sebagai tujuan strategis utama, diikuti penguatan
pengelolaan berkelanjutan dan tata kelola,
sementara dukungan terhadap upaya rehabilitasi
relatif rendah. Secara umum, hubungan antar-
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aktor bersifat harmonis dan kolaboratif dengan
struktur jaringan yang padat dan terpusat, yang
menunjukkan adanya kohesi dan potensi sinergi
lintas lembaga. Kondisi ini memberikan peluang
bagi integrasi kebijakan, peningkatan koordinasi,
serta penguatan kolaborasi multi-stakeholder
untuk  mewujudkan pengelolaan kawasan
konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk
menilai daya dukung kawasan; serta valuasi
ekonomi berbasis sumberdaya di kawasan
konservasi. Selain itu, peningkatan infrastruktur
kawasan konservasi sangat penting, terutama pos
jaga dan fasilitas pengawasan, kantor lapang,
sarana monitoring, komunikasi, tanda batas
kawasan, serta infrastruktur pendukung lainnya
guna memastikan pengelolaan yang efektif dan
berkelanjutan.
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